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ABSTRAK 
 

Upah minimum kabupaten/Kota (UMK) Kota Yogyakarta tahun 2013 
yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor 370/KEP/2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013, 
menjadi sesuatu yang fenomenal. Hal ini disebabkan penerapan UMK yang baru 
pertama kali, karena pada tahun-tahun sebelumnya menggunakan Upah Minimum 
Provinsi. Nominal yang UMK tahun 2013 (Rp1.065.274) lebih tinggi dari UMP 
tahun 2012 (Rp892.660), sehingga muncul problematika yang disebabkan 
berbagai faktor, baik terhadap pemerintah, pengusaha, ataupun tenaga kerja. Oleh 
karena itu untuk mengetahui seberapa besar efektifitas dari penetapan UMK 
tersebut, maka penelitian ini mengkaji lebih dalam terkait implementasi Surat 
Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 370/KEP/2012 tentang 
Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kota Yogyakarta. 

Untuk menjawab problematika di atas, maka penelitian ini dilakukan 
secara langsung dengan bentuk penelitian lapangan (field research). Penelitian 
lapangan dilakukan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 
(Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) 
Kota Yogyakarta, dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Yogyakarta, 
agar data yang dihasilkan benar-benar valid sesuai dengan yang diharapkan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Empiris dengan pengamatan 
literatur terkait asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi 
hukum/perbandingan hukum, kemudian dikorelasikan dengan identifikasi hukum 
serta efektivitas hukum atau melihat fakta yang diimplementasikan di lapangan 
berdasarkan data primer. Dalam pengumpulan data penelitian dilakukan 
wawancara langsung kepada narasumber serta mengelola data yang diberikan di 
lapangan. 

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Surat 
Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 370/KEP/2012 tentang 
Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kota Yogyakarta dilakukan 
dengan pembuatan, sosialisasi, pembinaan dan pengawasan. Bagi pengusaha 
implementasi tersebut menuntut agar pengusaha mampu menaikkan standar upah 
baru bagi pekerjanya. Bagi tenaga kerja implementasi tersebut mengakibatkan 
peningkatan pasar kerja, sehingga persaingan antar tenaga kerja semakin 
meningkat. Persaingan tersebut menyebabkan berbagai macam akibat. Secara 
umum implementasi tersebut didukung dengan adanya dasar hukum yang kuat 
sehingga pemerintah yakin untuk menerapkan UMK sebagai dasar upah minimum 
tenaga kerja di Kota Yogyakarta. Namun penerapan UMK tahun 2013 dengan 
peningkatan nominal yang meningkat drastis dari tahun sebelumnya (UMP 2012) 
mengakibatkan implementasi Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor 370/KEP/2012 menjadi kurang maksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penghasilan adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap warga 

negara Indonesia. Tentunya penghasilan erat kaitannya dengan pekerjaan. 

Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang mengatur hampir segala 

macam urusan yang terkait dengan warga negaranya, termasuk masalah 

pekerjaan. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang hadir 

sebagai dasar hukum utama Negara Indonesia ini, dalam Pasal 27 ayat (2) 

menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan pernyataan dalam 

pasal tersebut, maka pada dasarnya pekerjaan itu merupakan hak asasi bagi 

setiap warga negara. Dengan pekerjaan, warga negara bisa menghidupi dirinya 

sendiri juga keluarganya. 

Berbicara tentang pekerjaan tentunya erat kaitannya hubungan antara 

tenaga kerja/pekerja dengan pengusaha. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa 

tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

masyarakat. Pengertian ini berdimensi sangat luas, karena tenaga kerja 

meliputi pegawai negeri, pekerja formal, pekerja informal, dan orang yang 
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belum bekerja/pengangguran.1 Sedangkan definisi pengusaha terdapat dalam 

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, yaitu: 

1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjelaskan 

suatu perusahaan milik sendiri. 

2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri 

sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. 

3. Orang perseorangan yang berada di Indonesia mewakili perusahaan 

sebagaimana dimaksud yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia 

Definisi tenaga kerja yang telah dijelaskan di atas seperti yang tersurat 

dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut 

memiliki berbagai klasifikasi. Ada yang dikatakan sebagai tenaga kerja 

terdidik, tenaga kerja terlatih (tenaga ahli) dan tenaga kerja tidak terdidik dan 

tidak terlatih.2 Untuk tenaga kerja terdidik atau tenaga kerja terlatih (tenaga 

ahli) bukan hal yang sulit untuk mencari pekerjaan. Namun bagi tenaga kerja 

tidak terdidik dan tidak terlatih memang harus berusaha lebih keras daripada 

tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan 

tidak terlatih memang banyak dicari karena dibutuhkan tenaganya, tetapi 

                                                            
1 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2009), hlm. 1. 
2 Dikutip dari: id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja pada tanggal 26 Desember 2013, 

pukul 10.32 WIB. (Tenaga kerja terdidik: tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau 
kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. 
Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain. Tenaga kerja terlatih: tenaga kerja yang 
memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil 
ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. 
Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak 
terlatih: tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, 
pembantu rumah tangga, dan sebagainya). 
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upah/gaji yang didapat oleh tenaga kerja terdidik atau tenaga kerja terlatih 

(tenaga ahli) cenderung lebih besar daripada tenaga kerja tidak terdidik dan 

tidak terlatih. 

Selain problematika individu tenaga kerja di atas, faktor lain yang 

menyebabkan rendahnya upah tenaga kerja yaitu banyak pengusaha yang 

belum mampu mendapatkan omset tinggi. Hal ini menyebabkan upah yang 

dijanjikan atau diberikan kepada pekerjanya juga rendah dan tentunya akan 

semakin mempersulit pemerintah dalam menentukan besaran upah minimum. 

Padahal masalah terkait ketenagakerjaan adalah bagian dari masalah ekonomi. 

Semakin kecilnya upah yang diberikan kepada pekerja, berarti semakin kecil 

pula kemampuan ekonomi warga negara. Maka masalah pembangunan 

ketenagakerjaan juga merupakan bagian dari pembangunan ekonomi, sehingga 

perencanaan ekonomi juga harus mencakup perencanaan ketenagakerjaan. 

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa untuk menyebutkan penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah 

menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja. Kebijakan 

pengupahan tersebut salah satunya dengan penetapan upah minimum. Dalam 

Pasal tersebut juga disebutkan bahwa pemerintah menetapkan upah minimum 

berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan dengan memperhatikan 

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 

Faktanya masih banyak tenaga kerja khususnya di Yogyakarta yang 

merasa kurang puas dengan upah yang diberikan oleh pengusaha tempatnya 
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bekerja ataupun dengan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal 

ini dapat dilihat dari salah satu sumber berita online bahwa Aliansi Buruh 

Yogyakarta (ABY) mendesak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 

menaikkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2014 sebesar Rp2.000.000, 

perbulan untuk perorang akibat harga kebutuhan yang meningkat.3 

Menurut Kirnadi (Sekjen ABY), pasca kenaikan harga bahan bakar 

minyak (BBM) kemampuan daya beli buruh menurun hingga lebih dari 30 

persen. Sedangkan berdasarkan rancangan Dewan Pengupahan, UMK tidak 

mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan hanya sebesar 10 persen dari 

tahun sebelumnya. UMK 2013 untuk Kota Yogyakarta sebesar Rp1.065.247, 

usulan tahun 2014 Rp1.170.000. Kabupaten Sleman Rp1.026.181, tahun 2014 

sebesar Rp1.155.000. Kabupaten Bantul Rp993.484, tahun 2014 sebesar 

Rp1.125.000. Kabupaten Kulon Progo tahun 2013 sebesar Rp954.339, tahun 

2014 sebesar Rp1.160.000. Gunungkidul sebesar Rp947.114, menjadi 

Rp1.007.000.4 

Dalam berita tersebut juga disebutkan bahwa menurut Kirnadi hasil 

survei yang dilakukan para buruh empat bulan terakhir, KHL di DIY rata-rata 

Rp2.000.000, perbulan. Sementara itu Dewan Pengupahan di DIY menghitung 

jauh di bawah penghitungan survei yang dilakukan para buruh. Mereka (ABY) 

meminta pemerintah merevisi komponen KHL dari 60 menjadi 84 item 

dengan standarisasi upah dengan memperhitungkan kebutuhan hidup buruh 

                                                            
3 Dikutip dari: http://news.detik.com/read/2013/10/30/144754/2399456/10/1 /buruh-di-

yogyakarta-tuntut-umk-rp-2-juta-per-bulan pada tanggal 27 Desember 2013, pukul 20.15 WIB. 
4 Ibid. 
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yang sudah berkeluarga. KHL di Kota Yogyakarta sebesar Rp2.091.521, 

Kabupaten Sleman Rp2.084.542, Kabupaten Bantul Rp2.067.264, Kabupaten 

Gunungkidul Rp1.893.326, dan Kabupaten Kulon Progo Rp1.906.029.5 

Sementara itu, dalam berita tersebut ditambahkan bahwa Dewan 

Pengupahan menghitung komponen perumahan untuk buruh lajang, bukan 

berkeluarga. Dalam survei tempat tinggal rumah kontrakan dihitung sebesar 

Rp175.000, perbulan dengan ukuran 3x3. Besaran komponen tersebut rendah 

atau kecil sekali. Perhitungan tersebut dianggap tidak masuk logika. Kenaikan 

itu belum dihitung komponen makanan/minuman yang ikut naik setelah harga 

BBM naik. Jadi jika UMK tahun 2014 dinaikkan sebesar 10 persen dari tahun 

ini maka sangat tidak rasional dan jauh dari pemahaman ABY.6 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Yogyakarta 

telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 279/KEP/2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2014 

di Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal 14 November 2013 telah terbit dan 

berlaku mulai 1 Januari 2014, dengan besaran upah minimum di masing-

masing kabupaten/kota adalah sebagai berikut:7 

1. UMK Yogyakarta Rp1.173.300 

2. UMK Sleman Rp1.127.000  

3. UMK Bantul Rp1.125.500  

                                                            
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Dikutip dari: http://www.nakertrans.jogjaprov.go.id/contentdetil.php?kat=brta&id= 

MTI5&fle=Y29udGVudC5waHA=&lback=a2F0PWJydGE pada tanggal 29 Desember 2013, 
pukul 09.23 WIB. 
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4. UMK Kulon Progo Rp1.069.000  

5. UMK Gunung Kidul Rp988.500  

Harapan pemerintah dengan ditetapkannya UMK DIY tahun 2014 

agar dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Bagi pengusaha yang 

belum mampu melaksanakan pembayaran upah pekerja sebesar upah 

minimum dapat mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan UMK 

paling lambat 10 hari sebelum diberlakukannya UMK tahun 2014. 

Penangguhan pelaksanaan upah minimum dapat dilakukan oleh pengusaha 

sesuai Kepmenakertrans RI Nomor KEP-231/MEN/2003 tentang Tata Cara 

Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.8 

Berita-berita di atas menjadikan problematika semakin terlihat jelas 

bahwasanya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kota 

Yogyakarta sendiri problematika antara tenaga kerja dengan pengusaha juga 

tidak lepas dari intervensi pemerintah. Pemerintah dalam memutuskan terkait 

besaran UMK memang berat, karena harus adil bagi tenaga kerja juga bagi 

pengusaha. Meskipun dalam berita disebutkan bahwa UMK di Kota 

Yogyakarta tahun 2014 menurut ABY seharusnya Rp2.000.000, namun 

Dewan Pengupahan Disnakertrans sesuai Surat Keputusan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 279/KEP/2013 tentang Upah Minimum 

Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya 

menetapkan UMK wilayah Kota Yogyakarta sebesar Rp1.173.300. Meskipun 

demikian adanya, tetapi tentunya sudah dilakukan penelitian di lapangan oleh 

                                                            
8 Ibid. 
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pihak Dewan Pengupahan sebelum memutuskan, dengan parameter yang adil 

bagi tenaga kerja juga bagi pengusaha. Ini dimaksudkan agar tenaga kerja 

merasa haknya dipenuhi dan pengusaha besar maupun kecil mampu 

membayar upah sesuai dengan UMK yang telah ditentukan. Ketentuan bagi 

pengusaha yang tidak mampu juga telah diberi keleluasaan dengan adanya 

waktu penangguhan seperti yang disampaikan di atas. 

Dengan berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah Yogyakarta 

khususnya Kota Yogyakarta seperti yang disampaikan di atas, maka perlu 

dicari pokok permasalahan dan solusinya. Salah satu problematika yang 

terkait dengan keinginan ABY agar pemerintah menaikkan UMK di tahun 

2014, sebenarnya masih dilematis karena tahun 2013 dan tahun-tahun 

sebelumnya, di Kota Yogyakarta masih banyak pengusaha yang belum 

mampu membayar gaji tenaga kerjanya sesuai dengan upah minimum yang 

telah ditetapkan. Maka kiranya perlu diketahui bagaimanakan implementasi 

Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

370/KEP/2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kota 

Yogyakarta. Hal ini perlu diketahui dan diteliti karena fakta tentang efektifitas 

dari implementasi upah minimum kabupaten/kota bagi tenaga kerja dan 

pengusaha di Kota Yogyakarta pada tahun 2013 dapat menjadi acuan untuk 

perbaikan dalam implementasi surat keputusan Gubernur DIY terkait upah 

minimum kabupaten/kota di Kota Yogyakarta pada tahun-tahun berikutnya 

khususnya pada tahun 2014 ini.  
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Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Implementasi Surat Keputusan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 370/KEP/2012 tentang Upah Minimum 

Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kota Yogyakarta”. 

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisa hasil implementasi dari 

Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

370/KEP/2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013 tersebut 

dengan data yang ada pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(APINDO) Kota Yogyakarta, dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) 

Kota Yogyakarta, kemudian dikaji dan dikomparasikan kesesuaiannya dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini telah dirumuskan permasalahan yang akan diteliti 

dalam bentuk pertanyaan agar lebih jelas dan sistematis, pertanyaannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah implementasi Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 370/KEP/2012 tentang Upah Minimum 

Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kota Yogyakarta? 

2. Apa faktor yang mempengaruhi implementasi Surat Keputusan Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 370/KEP/2012 tentang Upah 

Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kota Yogyakarta? 
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3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah, pengusaha, atau tenaga 

kerja di Kota Yogyakarta apabila implementasi Surat Keputusan Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 370/KEP/2012 tentang Upah 

Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013 menimbulkan dampak negatif di 

Kota Yogyakarta selama jangka waktu berlakunya surat keputusan 

tersebut? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang telah ditargetkan dalam rumusan masalah dan ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui implementasi Surat Keputusan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 370/KEP/2012 tentang Upah Minimum 

Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kota Yogyakarta. 

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi Surat 

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

370/KEP/2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013 

di Kota Yogyakarta. 

c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah, pengusaha atau 

tenaga kerja di Kota Yogyakarta apabila implementasi Surat 

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

370/KEP/2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013 
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menimbulkan dampak negatif di Kota Yogyakarta selama jangka 

waktu berlakunya surat keputusan tersebut. 

2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini terdiri dari dua jenis kegunaan, yaitu 

kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wacana dan pengetahuan hukum dalam bidang hukum 

ketenagakerjaan terutama dalam pemahaman teoritis untuk 

mengimplementasikan peraturan terkait upah minimum 

kabupaten/kota yang telah ditetapkan serta peningkatan kesejahteraan 

tenaga kerja khususnya di Yogyakarta. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan menjadi bahan pertimbangan atau bahkan menjadi acuan 

wacana bagi pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan survei 

terhadap penentuan UMK sehingga ketika diimplementasikan akan 

sesuai dengan harapan yang diinginkan dan tidak berdampak negatif 

bagi pemerintah, pengusaha ataupun tenaga kerja. 

 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka ini bertujuan untuk mengetahui pembahasan atau 

penelitian terdahulu dengan obyek penelitian sejenis atau linier agar dapat 
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menjadi bahan komparasi dan mendukung penelitian ini. Dengan telaah 

pustaka maka penyusun dapat meyakini bahwa penelitian ini berbeda dari 

penelitian yang pernah ada sebelumnya.  

Pertama “Pemberlakuan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) 

terhadap Kesejahteraan Pekerja/Buruh”,9 oleh Michele Agustine dan I Gusti 

Ketut Ariawan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui upaya yang dapat 

dilakukan oleh pelaku usaha, pekerja dan pemerintah dalam mewujudkan 

kesejahteraan pekerja/buruh. Kesimpulannya menyebutkan bahwa dalam 

rangka menciptakan kesejahteraan pekerja/buruh dalam hal pengupahan, maka 

yang dapat dilakukan adalah keterbukaan dari perusahaan melalui keterlibatan 

pekerja/serikat pekerja yang dapat dilakukan melalui perundingan atau 

negosiasi. Selain itu, diperlukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan 

terhadap ketentuan pemberlakuan UMK di perusahaan-perusahaan yang 

dilakukan oleh pemerintah. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah dalam 

penelitian ini membahas Implementasi Surat Keputusan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 370/KEP/2012 tentang Upah Minimum 

Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kota Yogyakarta, sedangkan dalam tulisan 

yang diteliti di atas adalah pemberlakuan UMK secara umum terhadap 

kesejahteraan buruh. 

Kedua Tesis Budiyono “Penetapan Upah Minimum dalam Kaitannya 

dengan Upaya Perlindungan bagi Pekerja/Buruh dan Perkembangan 

                                                            
9 Michele Agustine dan I Gusti Ketut Ariawan, “Pemberlakuan UMK (Upah Minimum 

Kabupaten/Kota) terhadap Kesejahteraan Pekerja/Buruh”, Jurnal hukum, Fakultas Hukum, 
Universitas Udayana, Bali, 2013. 
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Perusahaan”,10 bertujuan mengungkap prosedur penetapan upah minimum dan 

mengetahui sejauh mana penetapan upah minimum dalam memberikan 

perlindungan bagi pekerja/buruh. Kesimpulannya menyebutkan bahwa masih 

banyak pengusaha yang memberikan upah kepada pekerja/buruh tanpa 

memperhitungkan tingkat produktivitas dari masing-masing pekerja/buruh. 

Hal ini menyebabkan kenaikan upah minimum akan berdampak pada naiknya 

biaya. Apabila pengusaha memperhitungkan dan meningkatkan produktivitas 

masing-masing pekerja/buruh, maka kenaikan upah minimum dapat ditutup 

dengan adanya kontribusi dari pekerja/buruh dalam peningkatan kinerja 

perusahaan. Dengan demikian kinerja perusahaan tetap dapat berkembang 

meskipun upah minimum selalu naik setiap tahun. Perbedaannya dengan 

penelitian ini yaitu dalam penelitian ini membahas Implementasi Surat 

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 370/KEP/2012 

tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kota Yogyakarta. 

Sedangkan dalam Tesis di atas tidak dikhususkan secara detail tempat/wilayah 

upah minimum yang dimaksud. Dalam Tesis di atas juga tidak menyebutkan 

secara detail apakah upah minimum kabupaten/kota, atau upah minimum 

provinsi. 

Ketiga “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Upah Minimum 

Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 (Studi terhadap Pasal 2 ayat (1) dan 

                                                            
10 Budiyono, “Penetapan Upah Minimum dalam Kaitannya dengan Upaya Perlindungan 

bagi Pekerja/Buruh dan Perkembangan Perusahaan”, Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas 
Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007. 
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(2))”,11 oleh Subur. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk menganalisis, menjelaskan, dan menyimpulkan tentang perspektif 

hukum Islam terhadap pencapaian KHL dalam menentukan upah minimum. 

Perbedaan Skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini 

membahas Implementasi Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 370/KEP/2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota 

Tahun 2013 di Kota Yogyakarta. Sedangkan dalam Skripsi tersebut membahas 

tinjauan hukum Islam terhadap penetapan upah minimum. 

Keempat “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penangguhan Kenaikan 

Upah Minimum dalam Hukum Positif”,12 oleh Deni Nuryani. Skripsi tersebut 

membahas tentang penangguhan kenaikan upah minimum dalam Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) Nomor: KEP-

231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, 

yang dipandang dari hukum Islam. Perbedaan Skripsi tersebut dengan 

penelitian ini yaitu dalam penelitian ini membahas Implementasi Surat 

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 370/KEP/2012 

tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kota Yogyakarta. 

Sedangkan dalam Skripsi tersebut membahas tinjauan hukum Islam terhadap 

penangguhan kenaikan upah minimum dalam Undang-Undang Nomor 13 

                                                            
11 Subur, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Upah Minimum Permenakertrans 

No. 17 Tahun 2005 (Studi terhadap Pasal 2 ayat (1) dan (2))”, Skripsi, Muammalat, Fakultas 
Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2009. 

12 Deni Nuryani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penangguhan Kenaikan Upah 
Minimum dalam Hukum Positif”, Skripsi, Muammalat, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas 
Islam Negeri Yogyakarta, 2008. 
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tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans Nomor: KEP-

231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. 

Kelima Skripsi Moch. Faizin, “Pengawasan terhadap Pelaksanaan 

Ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Pekerja (Studi pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang)”.13 Tujuannya 

untuk mendiskripsikan dan menganalisa pengawasan yang dilakukan oleh 

Dinas Ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan upah minimum kota (UMK) di 

Kota Malang dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan untuk 

mendiskripsikan dan menganalisa faktor-faktor yang menjadi pendukung dan 

penghambat proses pengawasan terhadap pelaksanaan upah minimum kota 

(UMK) di Kota Malang. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah dalam 

penelitian ini membahas Implementasi Surat Keputusan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 370/KEP/2012 tentang Upah Minimum 

Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kota Yogyakarta, sedangkan dalam Skripsi 

Moch. Faizin meneliti proses pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan 

UMK dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja yang diteliti pada Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Malang. 

Jurnal Hukum, Skripsi, dan Tesis yang telah disebutkan di atas 

memang membahas terkait dengan Upah Minimum akan tetapi belum ada 

yang membahas Implementasi Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 370/KEP/2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota 

                                                            
13 Moch. Faizin, “Pengawasan terhadap Pelaksanaan Ketentuan Upah Minimum Kota 

(UMK) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja (Studi pada Dinas Ketenagakerjaan Kota 
Malang)”, Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2006. 
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Tahun 2013 di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, penyusun melakukan 

penelitian ini. Beberapa karya di atas akan dijadikan sebagai rujukan dalam 

analisa nantinya. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Sebelum muncul istilah hukum ketenagakerjaan awalnya diistilahkan 

dengan hukum perburuhan. Istilah tersebut berasal dari bahasa Belanda yaitu 

arbeidsrecht. Menurut Mr. Molenaar hukum perburuhan adalah bagian dari 

hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh 

dan majikan, buruh dengan buruh, dan buruh dengan penguasa.14 Kemudian 

Prof. Imam Soepomo berpendapat bahwa hukum perburuhan adalah suatu 

himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan 

kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.15 

Menurut Soetiksno berpendapat bahwa keseluruhan peraturan-peraturan 

hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara 

pribadi ditempatkan di bawah perintah/pimpinan orang lain dan mengenai 

keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkut-paut dengan 

hubungan kerja tersebut.16 

                                                            
14 Zainal Asikin, et al., Dasar-dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 

hlm. 2. 
15 Ibid., hlm. 2-3. 
16 Abdul Rachman Budiono, Hukum Perburuhan di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 1997), hlm. 6-7.  
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Dari beberapa perumusan hukum perburuhan yang telah diberikan oleh 

beberapa ahli tersebut maka dirumuskan beberapa unsur hukum perburuhan 

antara lain:17 

1. Adanya serangkaian peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. 

2. Peraturan tersebut mengenai suatu kejadian atau peristiwa. 

3. Adanya orang (buruh/pekerja) yang bekerja pada pihak lain 

(majikan/pengusaha). 

4. Adanya upah. 

Kemudian muncul perluasan pengertian hukum perburuhan menjadi 

hukum ketenagakerjaan. Abdul Hakim merumuskan pengertian hukum 

ketenagakerjaan dari unsur-unsur yang dimiliki, yaitu:18 

1. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis; 

2. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha; 

3. Adanya orang yang bekerja pada dan di bawah orang lain, dengan 

mendapat upah sebagai balas jasa; 

4. Mengatur perlindungan pekerja, meliputi: masalah keadaan sakit, haid, 

hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja dan sebagainya. 

Pengertian hukum ketenagakerjaan menjadi lebih luas dari hukum perburuhan 

yang selama ini dikenal, yang ruang lingkupnya hanya berkenaan dengan 

hubungan hukum antara buruh dengan majikan dalam hubungan kerja saja, 

                                                            
17 Zainal Asikin, et al., Dasar-Dasar…, hlm. 3. 
18 Agusmidah, Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 5-6. 
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sedangkan obyek hukum ketenagakerjaan artinya adalah segala sesuatu yang 

menjadi tujuan diberlakukannya hukum ketenagakerjaan.19 

Setelah diketahui bahwa hukum ketenagakerjaan telah mengalami 

perluasan makna dari istilah sebelumnya yaitu hukum perburuhan, maka 

selanjutnya untuk menganalisa permasalahan yang ada dibutuhkan teori-teori 

yang tepat terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam 

perspektif yuridis tentunya konstitusi menjadi teori dasar yang paling kuat, 

dalam hal ini UUD 1945. 

Secara spesifik terkait masalah ketenagakerjaan, pembangunan 

ketenagakerjaan dilandaskan pada Pasal 8 UUD 1945 yaitu membangun 

manusia seutuhnya untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia 

yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual. 

Pembangunan ketenagakerjaan sesuai dengan asas pembangunan nasional 

khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan merata. Kemudian 

dilandaskan pula pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa 

tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. Dengan demikian jelas bahwa UUD 1945 menjadi teori dasar 

hukum ketenagakerjaan. 

Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan setelah UUD 1945 

adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), kemudian 

                                                            
19 Ibid., hlm. 6. 
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Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Maka 

sesuai hierarki peraturan-perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum 

selanjutnya terkait dengan masalah ketenagakerjaan dalam penelitian ini 

adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala 

hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan 

sesudah masa kerja. Dari pengertian ketenagakerjaan tersebut, dapat ditarik 

rumusan pengertian hukum ketenagakerjaan yaitu semua peraturan hukum 

yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum bekerja (pra employment) 

antara lain menyangkut pemagangan, kewajiban mengumumkan lowongan 

kerja, dan lain‐lain. Hal‐hal yang berkenaan selama masa bekerja (during 

employment) antara lain menyangkut perlindungan kerja, yaitu: upah, jaminan 

sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, pengawasan kerja, dan lain-lain atau 

dalam hubungan kerja, serta sesudah hubungan kerja yaitu pesangon, dan 

pensiun/jaminan hari tua.20  

Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa tujuan hukum 

ketenagakerjaan adalah mencapai tujuan pembangunan masyarakat Indonesia 

seutuhnya dengan meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja 

guna mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata baik 

materiil maupun spiritual. Hal ini sesuai dalam penjelasan umum dan 

penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

                                                            
20 Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2010), hlm. 35. 
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Ketenagakerjaan. Tujuan ini penting ditetapkan oleh karena dalam Hukum 

Ketenagakerjaan terlibat pihak‐pihak yang umumnya berada pada posisi yang 

tidak seimbang baik secara sosial, dan ekonomis. 

Tujuan hukum ketenagakerjaan tersebut di atas adalah agar dapat 

meniadakan ketimpangan hubungan di antara pekerja dengan pengusaha. 

Kasiyanto dalam buku Adrian Sutedi mengemukakan bahwa hakikatnya pada 

taraf awal hubungan pekerja/buruh dan pengusaha adalah hubungan antara 

penjual dan pembeli. Penjual ingin menjual dengan harga setinggi-tingginya, 

sedangkan pembeli ingin membeli semurah mungkin. Masalahnya adalah 

pekerja/buruh sebagai penjual jasa, posisinya sangat lemah.21 

Indonesia memiliki Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yaitu 

hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa 

(buruh/pekerja, pengusaha, dan pemerintah) yang didasarkan atas nilai yang 

merupakan manifestasi dari keseluruhan sila Pancasila dan UUD 1945, dan 

tumbuh serta berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional 

Indonesia. Dr. Payaman J. Simanjuntak, mengemukakan bahwa hubungan 

industrial adalah hubungan antara semua pihak yang terkait atau 

berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa pelayanan jasa di suatu 

perusahaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang aman dan 

harmonis antara pihak-pihak tersebut sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas usaha. Dengan demikian pembinaan hubungan industrial 

                                                            
21 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 24. 
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merupakan bagian atau salah satu aspek dari manajemen sumber daya 

manusia.22  

Dalam hubungan industrial tersebut diatur mengenai apa-apa saja yang 

dapat diatur oleh hukum. Pada dasarnya hubungan industrial tidak 

menginginkan adanya konflik, terutama terkait permasalahan kesejahteraan 

buruh/pekerja yang dijamin oleh pengusaha/majikan. Akan tetapi pada 

akhirnya tujuan hubungan industrial adalah untuk meningkatkan produktivitas 

dan kesejahteraan pekerja dan pengusaha, tujuan ini saling berkaitan dan 

terkait satu dengan lainnya yang berarti bahwa pengurangan terhadap yang 

satu akan mempengaruhi yang lain.23 Sehingga, biasanya hal inilah yang 

menjadi masalah dalam hubungan industrial. Dimana masing-masing terlalu 

sibuk mengedepankan tujuannya masing-masing. 

Meskipun demikian pada hakikatnya, hal yang dilakukan agar 

hubungan demikian mencapai tujuan masing-masing pihak secara bersama-

sama adalah membuat perjanjian terhadap rule apa yang harus dipatuhi 

masing-masing pihak agar tujuan keduanya tercapai. Biasanya dalam hal ini 

dikenal dengan nama Perjanjian Kerja Bersama. Melalui perjanjian ini 

perbedaan pendapat dan kepentingan antara pekerja/buruh dan pengusaha 

dapat dijembatani, sehingga ketenangan kerja dan berusaha sebagaimana yang 

dikehendaki konsep HIP akan dapat tercapai.24 

                                                            
22 Supomo Suparman, Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial, (Jakarta: Jala 

Permata Aksara, 2009), hlm. 3. 
23 Lalu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan 

di Luar Pengadilan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 18. 
24 Ibid., hlm. 26. 
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Berbeda keadaan dengan di Barat, di negara-negara Barat hubungan 

antara pekerja/buruh dengan pengusaha bisa berbentuk kemitraan dan kompak 

dalam menjalankan usaha, bukan karena di Barat ada semacam HIP. Hal itu 

bisa terjadi karena adanya peran pemerintah yang kuat dan berwibawa, yang 

mampu mengawasi tawar-menawar antara pekerja/buruh dan pengusaha. 

Proses tawar-menawar kemudian dapat berlangsung secara sehat, yang 

didasarkan pada saling menghormati, kesadaran yang tinggi akan tanggung 

jawab masing-masing, dan saling pengertian dalam menjalin kemitraan. 

Dengan demikian perjuangan pekerja/buruh di Barat sudah tidak lagi pada 

perjuangan atas hak-hak dasar, tetapi sudah sampai pada perjuangan perbaikan 

kesejahteraan.25 

Irving Sewrdlow menyatakan bahwa campur tangan pemerintah dalam 

proses pembangunan kehidupan masyarakat dapat dilakukan dengan lima 

cara:26 

1. Operasi langsung (Direct Operation) 

Pemerintah turut aktif dalam melakukan kegiatan yang dimaksudkan, 

misalnya dalam penciptaan lapangan kerja, pemerintah melaksanakan 

program padat karya untuk menyediakan lapangan kerja bagi penganggur; 

2. Pengendalian langsung (Direct Control) 

Langkah pemerintah diwujudkan dalam bentuk penggunaan lisensi, 

penjatahan, dan lain-lain; 

 

                                                            
25 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan…, hlm. 24. 
26 Ibid., hlm. 16-17. 
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3. Pengendalian tidak langsung (Indirect Control) 

Dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang ada, 

pemerintah dapat menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk 

terlaksananya suatu kegiatan tertentu; 

4. Pemengaruhan langsung (Direct Influence) 

Dilakukan secara persuasif, pendekatan ataupun nasehat agar pekerja mau 

bertingkah laku seperti apa yang dikehendaki oleh pemerintah; 

5. Pemengaruhan tidak langsung (Indirect Influence) 

Ini adalah bentuk involvement yang paling ringan, namun tujuannya tetap 

untuk menggiring pekerja agar berbuat seperti apa yang dikehendaki oleh 

pemerintah. 

Sesuai pendapat Irving Sewrdlow, maka seiring dengan perkembangan 

zaman, intervensi pemerintah dalam hal perburuhan/ketenagakerjaan juga 

terus berkembang dengan adanya peraturan perundang-undangan dan 

peraturan pelaksananya, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksananya.27 Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 7 Tahun 2013 

tentang Upah Minimum. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan 

Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Kepmenakertrans) Nomor: KEP-49/MEN/2004 tentang 

Ketentuan Struktur dan Skala Upah. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

                                                            
27 Ibid., hlm. 17. 
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Transmigrasi Nomor: KEP-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan 

Pelaksanaan Upah Minimum. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian ilmiah adalah salah satu cara menemukan suatu 

kebenaran. Penelitian bersikap obyektif, karena kesimpulan yang diperoleh 

hanya akan ditarik apabila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan 

dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.28 Dengan 

demikian metodologi penelitian dimaknai sebagai cara yang dipakai untuk 

mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna 

mencapai satu tujuan, maka penyusun menggunakan metode penelitian: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan. 

Dikategorikan sebagai penelitian lapangan karena dilakukan penelitian 

langsung di lokasi yang dijadikan obyek penelitian. Sehingga data-data 

yang dijadikan sumber utama adalah data-data yang diperoleh dari Dinas 

Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota 

Yogyakarta, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Yogyakarta, 

dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Yogyakarta. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan Normatif Empiris, 

yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengamatan literatur terkait 

                                                            
28 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 

hlm. 32. 
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asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi 

hukum/perbandingan hukum, kemudian dikorelasikan dengan identifikasi 

hukum serta efektivitas hukum atau melihat fakta yang diimplementasikan 

di Kota Yogyakarta berdasarkan data primer. 

3. Sumber Penelitian 

Sumber penelitian merupakan sumber-sumber yang digunakan 

dalam memperoleh data dalam penelitian ini. Sehingga hasilnya dapat 

dilihat secara jelas dan komperhensif, serta dapat dibuktikan secara 

faktual. 

a. Data Primer 

Data Primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-

fakta empiris sebagai prilaku maupun hasil prilaku manusia. Baik 

dalam bentuk perilaku verbal, perilaku nyata, maupun perilaku yang 

terdorong dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan/arsip. 

Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu 

dengan cara wawancara langsung dan observasi atau pengamatan 

secara langsung di lapangan.29 Dalam penelitian ini data sesuai dengan 

pokok masalah yang diteliti yaitu Surat Keputusan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 370/KEP/2012 tentang Upah Minimum 

Kabupaten/Kota Tahun 2013. 

 

 

                                                            
29 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 11-

12. 
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b. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-

bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku saat ini, penelitian terdahulu yang mendukung dan buku-buku 

yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum tersebut terbagi 

menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

1) Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan penelitian ini, yaitu: 

a) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945  

b) Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

c) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107 Tahun 2004 tentang 

Dewan Pengupahan Presiden Republik Indonesia. 

d) Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas 

Pokok Dinas Daerah. 

e) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Permenakertrans) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah 

Minimum. 

f) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 

Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan 

Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. 



26 
   
 

 

g) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Kepmenakertrans) Nomor: KEP-49/MEN/2004 tentang 

Ketentuan Struktur dan Skala Upah. 

h) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 

KEP-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan 

Pelaksanaan Upah Minimum. 

i) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008 tentang 

Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai keterangan atau fakta dengan cara 

mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, 

dokumen-dokumen, laporan-laporan, majalah, surat kabar dan 

sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan permasalahan 

yang diteliti. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder, seperti bahan dari internet, kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya yang terkait dengan 

penelitian ini. 

4. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti, penyusun mengambil lokasi di Kota Yogyakarta tepatnya di Dinas 
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Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota 

Yogyakarta, Kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota 

Yogyakarta, dan Kantor Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota 

Yogyakarta. 

5. Penentuan Responden 

Responden yang akan dijadikan obyek pada penelitian ini adalah 

Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, petugas, 

staf, karyawan, atau pihak-pihak terkait dari Dinsosnakertrans Kota 

Yogyakarta, Anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota 

Yogyakarta, dan Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota 

Yogyakarta, yang dapat memberikan informasi terkait data-data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. 

6. Alat Pengumpulan Data 

Pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu 

kepustakaan atau studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan 

wawancara atau interview.30 Adapun alat pengumpulan data dalam 

penelitian ini antara lain: 

a. Kepustakaan atau Studi Dokumen dalam penelitian ini merupakan 

bentuk pengumpulan data yang didasarkan pada studi dokumen-

dokumen milik Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, APINDO Kota 

Yogyakarta, dan SPSI Kota Yogyakarta yang terkait dengan pokok 

permasalahan dalam penelitian ini. 

                                                            
30 Ibid., hlm. 21. 
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b. Pengamatan atau Observasi dalam penelitian ini yaitu mengamati dan 

mencatat secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek 

penelitian yaitu implementasi Surat Keputusan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 370/KEP/2012 tentang Upah Minimum 

Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kota Yogyakarta. 

c. Wawancara atau Interview dalam penelitian ini merupakan bentuk 

pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung 

kepada responden yang telah ditentukan di atas. 

7. Analisis Data 

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama 

penelitian akan menggunakan analisis kualitatif. Yaitu analisis yang 

dilakukan dengan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis 

sehingga didapat gambaran masalah atas suatu keadaan yang diteliti. Cara 

menganalisisnya diawali dengan mengumpulkan data, kemudian data 

direduksi (diseleksi), disederhanakan, menimbang hal-hal yang tidak 

relevan, kemudian diadakan penyajian data yaitu rakitan organisasi 

informasi atau data, yang susunannya dibuat sistematis sehingga 

memungkinkan untuk ditarik kesimpulan.  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam mempelajari hasil penelitian ini, maka akan 

disusun sitematika penyusunan dalam penelitian yang akan dilaksanakan. 

BAB I meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
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kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. BAB II berisi tinjauan umum mengenai upah 

minimum kabupaten/kota (UMK), yaitu definisi, penangguhan, serta 

pembahasan dalam perundang-undangan. BAB III membahas UMK Kota 

Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 370/KEP/2012, termasuk tinjuan umum serta peran Dinas 

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, serta gambaran 

perkembangan ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta. BAB IV membahas 

analisis dari implementasi surat keputusan gubernur tersebut di Kota 

Yogyakarta. Kemudian BAB V akan disampikan kesimpulan dan saran terkait 

permasalahan yang diteliti. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan analisa yang telah dibahas dalam bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 370/KEP/2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 

2013 di Kota Yogyakarta: 

Implementasi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pembuatan, 

sosialisasi, pembinaan dan pengawasan. Pembuatan berdasarkan survei 

Dewan Pengupahan Kota dan hasilnya diajukan ke gubernur lalu 

ditetapkan. Sosialisasi berlangsung pada bulan November dan Desember 

sebelum diberlakukan UMK pada 1 Januari 2013. Pembinaan oleh Seksi 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta kepada pengusaha, Pengawasan oleh 

Seksi Bimbingan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans 

Kota Yogyakarta (Pegawai Pengawas). 

Implementasi terhadap pengusaha memberatkan pengusaha 

menengah ke bawah karena nominal UMK tahun 2013 (Rp1.065.274) 

lebih besar dibandingkan UMP tahun 2012 (Rp892.660) sehingga 

pengusaha dituntut agar mampu menaikkan standar upah baru bagi 

pekerjanya. 
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Implementasi terhadap tenaga kerja menjadi salah satu bentuk 

perhatian pemerintah agar tenaga kerja mendapatkan upah minimum yang 

pantas. UMK Kota Yogyakarta tahun 2013 mengakibatkan peningkatan 

pasar kerja dan persaingan tenaga kerja sehingga banyak calon tenaga 

kerja kesulitan pencari pekerjaan. Bagi yang tidak mendapat pekerjaan 

cenderung untuk menerima pekerjaan apa saja meskipun upah di bawah 

UMK. Bagi yang telah bekerja dengan upah di bawah UMK takut 

menuntut haknya kepada pengusaha. Implementasi menjadi kurang 

optimal terhadap tenaga kerja karena semua tergantung dari kebijakan 

pengusaha dan kesepakatan kerja antara pengusaha dan tenaga kerja. 

2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Surat Keputusan Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 370/KEP/2012 tentang Upah 

Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kota Yogyakarta: 

Faktor pendukung, yaitu: 1) Penerapan UMK pertama kali di Kota 

Yogyakarta pada tahun 2013 dalam perspektif pemerintah dan tenaga 

kerja. 2) Adanya dasar hukum yang kuat sehingga pemerintah tidak perlu 

takut untuk menerapkan UMK sebagai dasar upah minimum tenaga kerja 

di Kota Yogyakarta. 

Faktor penghambat, yaitu: 1) Penerapan UMK untuk pertama kali 

disertai tingginya nominal UMK Kota Yogyakarta tahun 2013 

(Rp1.065.274) dibanding UMP tahun 2012 (Rp892.660), dalam perspektif 

pengusaha. 2) Masih banyak pengusaha di Kota Yogyakarta yang belum 

mampu untuk membayar upah sesuai UMK. 3) Sikap pengusaha yang 
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tidak mau mengajukan penangguhan. 4) Sikap tenaga kerja yang mau 

dibayar rendah (di bawah UMK). 5) masih banyak tenaga kerja yang 

kurang mengerti dasar-dasar dalam perjanjian kerja (kontrak kerja). 6) 

Minimnya jumlah anggota Pegawai Pengawas. 7) Teknis kepastian 

pelaksanaan UMK di perbatasan wilayah kabupaten/kota. 

3. Upaya Penanggulangan apabila Implementasi Surat Keputusan Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 370/KEP/2012 tentang Upah 

Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013 Menimbulkan Dampak Negatif di 

Kota Yogyakarta: 

Upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu: 1) Dewan Pengupahan 

Kota telah melakukan survei dan penelitian untuk menentukan nominal 

UMK sebelum diusulkan oleh Walikota Yogyakarta kepada Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur memperhatikan saran dan 

pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi 

bupati/walikota dalam penetapan UMK. 2) Adanya kebijakan 

penangguhan bagi pengusaha yang belum mampu membayar upah pekerja 

sesuai UMK. 3) Mengawasi ketenagakerjaan dan menanggulangi dampak 

negatif oleh Pegawai Pengawas Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta. 4) 

Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta menerapkan sistem wajib lapor bagi 

setiap perusahaan setiap tahun. Salah satu item yang harus dilaporkan 

adalah nominal upah terendah dan tertinggi.  

Upaya yang dilakukan pengusaha, yaitu: 1) Meningkatkan 

omset/pendapatan. 2) Membuka wirausaha baru. 3) Mengurangi atau 
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mengganti pekerja yang kurang produktif. 4) Mengajukan penangguhan 

bagi yang belum mampu membayar upah sesuai dengan UMK. 

Upaya yang dilakukan tenaga kerja, yaitu: 1) Mencari pekerjaan 

lain yang memberikan upah yang sesuai UMK. 2) Membuka wirausaha 

sendiri. 3) Meningkatkan pendidikan agar lebih mudah mencari pekerjaan 

dengan upah yang lebih tinggi. 4) Mengajukan permohonan kenaikan upah 

sesuai UMK kepada pengusaha. 5) Mengajukan laporan kepada Pegawai 

Pengawas untuk meninjau perusahaan yang ditempati oleh tenaga kerja 

tersebut, agar perusahaan dapat diawasi dan ditindak lanjut oleh Pegawai 

Pengawas. 

 

B. Saran 

Adapun saran untuk meningkatkan dampak positif dari implementasi 

Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

370/KEP/2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kota 

Yogyakarta adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah menambah jumlah Pegawai Pengawas dengan jumlah minimal 

10 (sepuluh) orang agar kinerja Pegawai Pengawas lebih maksimal. 

2. Pemerintah (Walikota dan Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta) dapat 

melakukan klasifikasi jenis perusahaan berdasarkan upah yang diberikan 

oleh pengusaha. Klasifikasi tersebut dapat dikategorikan sebagai usaha 

kurang mampu (bila upah di bawah UMK), usaha mampu (bila upah sama 

dengan UMK), usaha berkembang (bila upah sedikit lebih tinggi dari 
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UMK), dan usaha maju (bila upah jauh lebih tinggi dari UMK). Dengan 

klasifikasi ini diharapkan kontrol dan pengawasan akan lebih mudah setiap 

tahunnya. Serta dapat dijadikan bahan untuk acuan peningkatan 

ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta. 

3. Pemerintah (Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta) lebih memperjelas dan 

mengkoreksi penyusunan tabel serta klasifikasinya dalam profil setiap 

tahun agar pembacaan data lebih jelas.  

4. Pemerintah (Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta) dapat memasukkan 

klasifikasi nama perusahaan dan jenis usaha di Kota Yogyakarta dalam 

profil setiap tahun, agar data dan perkembangan perusahaan dapat 

terpantau jelas. 

5. Kepada pengusaha diharapkan melaksanakan ketentuan wajib lapor 

kepada pemerintah agar usaha yang dijalankan dapat didata dan lebih 

diperhatikan usahanya. 

6. Kepada tenaga kerja diharapkan agar tegas dalam mencari pekerjaan pada 

perusahaan yang jelas dan dengan upah yang sesuai UMK, agar turut serta 

dalam memberantas usaha ilegal serta mencegah pengusaha yang 

menerapkan upah semena-mena. 
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Kementerian Pemuda dan Olahraga 
(Kemenpora) se-Indonesia 2013 

18. Finalis Business Law Competition 
(BLC) se-Indonesia 2013 
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